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PUTUSAN
Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Mmk
o\t ’
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:
XXX sebagai Penggugat;
Lawan:

XXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2022
telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor

212/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwapadatanggal XXX, Penggugatdan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama (KUA) XXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 12 tahun dan sudah di karuniai 2 anak
yang bernama:

a XXX;

3. Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh / menjalin
hubungan asmara dengan Wanita XXX dan sementara hamil;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 212/Pdt.G/2022/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober
2022 Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki
kekasih baru dari HP Tergugat dan menikah lagi;

5. Bahwaberdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat

(XXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex Aquo et bono);

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor
212/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Hakim
Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
telah datang menghadap ke muka sidang dan Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik melalui
aplikasi e-court sedangkan Tergugat di muka persidangan menyatakan tidak

setuju berperkara secara elektronik;
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Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator
Supian Daelani, S.Ag., MH.,;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil
mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Desember
2022 yang isinya mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat kembali rukun
membina rumah tangga dan Penggugat bersedia mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian semua hal yang termuat dalam
berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November
2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan
Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 6
Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas
perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil
mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaiannya,
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada
Pemohon/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
212/Pdt.G/2022/PA.MmK_dari Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 212/Pdt.G/2022/PA.MmK.
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2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I.
sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Siti
Khuzaimatin, S.Sos., S.H.l., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ‘Rp30.000,00
2. Biaya Proses :Rp50.000,00
3. Biaya PNBP ‘Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan ‘Rp180.000,00
5. Biaya Redaksi :Rp10.000,00
6. Biaya Materai :Rp10.000,00
Jumlah ‘Rp310.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 212/Pdt.G/2022/PA.MmKk.
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Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 212/Pdt.G/2022/PA.MmKk.
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